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PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik melalui implementasi asas-asas transparansi,
akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi diperlukan adanya
pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
yang berkualitas dan profesional;

bahwa untuk mewujudkan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah yang berkualitas dan profesional perlu
mengatur kode etik Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Kode Etik
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan

Badan Kepegawaian Negara;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
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Menetapkan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan
Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun
2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG
KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

Pasal 1
Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di
Lingkungan Badan Kepegawaian Negara tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Badan ini.

Pasal 2
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Juni 2018

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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L.

LAMPIRAN

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PENDAHULUAN
A. UMUM
1. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dapat memberikan
jaminan (assurance) dan konsultasi (consulting) di lingkungan
Badan Kepegawaian Negara perlu ditetapkan kode etik Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Badan

Kepegawaian Negara.

2. Kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan
Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada angka
1 harus ditetapkan dengan Peraturan Badan Kepegawaian
Negara.

TUJUAN

Peraturan Badan ini bertujuan untuk:

1. mendorong budaya etis Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di
lingkungan Badan Kepegawaian Negara;

2. memastikan terlaksananya pengendalian, pengawasan, dan
pemeriksaan yang akuntabel; dan

3. menjadi pedoman bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di
lingkungan Badan Kepegawaian Negara dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya.

PENGERTIAN

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah instansi
pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan
pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau
pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat

Jenderal /Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada



